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Dana Pilkada Buleleng
Digodok
SINGARAJA, NusaBali i

Pemkab Buleleng belurn beri keputusan atas kebu-
tuhan dana Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Buleleng
tahun 2017 nanti, yang diusulkan KPU Buleleng' Pemkab
Buleleng melalui tim anggaran masih perlu menggodok
usulan kebutuhan dana tersebut.

Hal tersebut terungkap dalam pertemuan Komisioner
KPU Buleleng dengan Tinr Anggaran Pemkab, di ruang
rapat Kantor Bupati, Selasa (6/10) pagi. Dalam perte-
muan itu, KPU Buleleng mengajukan proposal anggaran
sebesa Rp 46.8 miliar untuk songsong Pilkada Buleleng
tahun 2017 nanti . Dari,anggaran itu, sebanyak Rp 22,5
miliar dialokasikan bagi honorarium dan lembur pe-

nyelenggaia ad hoc. Sernentara Rp 24,3 miliar untuk
pengadaan dan penggandaan hal-hal yang dibutuhkan.

Ketua KPU Buleleng G'ede Suardana mengatakan,
anggaran yang disusun KPU Buleleng. sudah sesuai
dengan komponen-komponen yang disyaratkan pemer-
intah dalam peraturan perundang-undangan. Baik itu
jumlah pemilih,lumlah tempat pemungutan suara (TPS)'

hing,ga fumlah penyelenggara ad hoc'
Khusus untuk Pilbup 2017 mendatang, KPU Buleleng

memasang asumsi ada 1.1&3 TPS. dengan 11.652 orang
penyelenggara ad hoc. Sementaraiumlah pasangan calon
diasumsikan sebanyak enaln oraQg pasangan calon, baik
itu dari jalur partai politik maupun independen.

"Semua kami susun berdasarkan aturan yang ada.
Ini mremang kami ajukan untuk tahun anggaran 2016,
karena Pilbup itu bulan Febrr,rari 2017. Hal yang berkaitan
dengan pengadaan, apalagi [ender, tidak bisa dilakukan
Dada tahun 201 7 karena ketpibatasan waktu," kata Gede'

Sementara Sekkab Buleleng Dewa Ketut Puspaka yang

luga Ketua TAPD Buleleng, menyatakan pihaknya masih
mengakii dan membahap lebih lanjut anggaran yang dia-
jukan KPU Buleleng. Seliin anggaran dari KPU Buleleng,
ada pula anggaran darlB$dan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Bali, kepolisian, serta TNI yang iuga harus dibahas. "lni
kan pembahasannya baru awal. Masih pqnjang pros-
esnya. Yang jelas seminggu ini kami marathon membahas
masalah anggaran pilbup ini, supaya bisa segera dituang-
kan.dalam KUI\ PPAS," l€ta Puspaka. 6 k19
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Dugaah Korupsi Pavingisasi Gajah Madal

Terdalcn'a Sebut Kualitas Paving ih Bagus dari Ko4trak
I

gan volume prlngerjaan
hingga mengakibatkan
kerugian negara RP 210
juta. Alit meng4ku dalam
perhitungan ulang Yang
dilakukan memang ada
kekurangan volume 200
m2 dari total pengerjaan
5.000 m2. l

'rSava tidak tahu men-
gap" bit" ada kekurangan
tersebut," pungkasnYa.
Sementara itu, dalam ket-
erangan terdakwa Ngurah
Kosala sebagai konsultan
pengawas menYatakan

Meski menglaku sem-
pat mendampfngi Unud
saat melakuktn perhi-

Alit mengatakan saat dilaku- minggulagitepatnyapada,Selasa
kan serah terima pada akhir 1ZO/LO1 dengan agenda pemba-

2012, proyek ini sudah selesai caan tuntutan oleh fahsa Penun-

100 peisen. Namun dalam perhi- tlt Umum (f PU) Agus puraharta
tunganUnudditemukankekuran- dkk.6 rez 

I

DENPASAR, NusaBali
Dua terdakwa kasus dugaan

korupsi pavingisasi Gajah Mada,
Denpasar, yaitu Alit Widhiad-
nyana AS dan Ngurah Kosala
Cakrawerthi diperiksa sebagai
terdakwa dalam sidang Yang
digelar di PdngadilanrTiPikor
Denpasar pada, Selasa (6/10).
Beberapa fakta terungkaP dalam
sidang, di antaranya kualitas Pav-
ing yang dipasang ternYata lebih
bagus dari yang ada di kontrak
kerja.

Hal ini sempat membuat
majelis hakim pimpinan Achmad
Peten Sili bingung.'APa benar
paving yang anda Pasang ini lebih
baeusdari vang ada di kontrak?,"
tatya maieliJ tratim kepada
terdakwa Alit yang meruPakan
Direktur PT Alit WirajaYa.

Ia pun membenarkan jika Pav-
ingyang dipasang memang lebih
balk dari yang ada di kontrak. Hal
ini dilakukan karena dari hasil tes
ternyata paving yang sesuai den'
gan kontrak kualitasnya di bawah
pdving yang saat ini terPasang'

"Paving yang sekarang m'utu
dan daya tahannya lebih bagus
dari yang sebelumnYa di kon-
traki'ujarnya. Hakim Peten Silli
lalu berkelakar dengan terdakwa.
"Negara minta sedikit, taPi kamu
kasih banyak. TaPi sekarang
kamu tetap disalahkan," kelakar
Peten Silli.

Dalam sidang terdakwa juga
sempat ditanYakan metode Per-
hitungan yang dilakukan Tim ahli
dari U=niversi[as UdaYana [Unud)

dalam pekeri{annYa ia
selalu dibantu pengawas
lapangan. Direktur CV
Unika Design ini men-
gaku sempat beberaPa
kali mengecek proyek dan
membandingkan dengan
hasil laporan pengawas

saat perhi-
tungan, namun ia tidak

dan Polresta hingga rahu met;de apa yang digu-
ditemukan volume nakan. "Sava tidak tahu metode

ngisasi apa yang digunakan. Yang sayadalam pengerjaan pa_vingisasi apa yang digunakan. Yang saya
di Jalan Gaiah Mada,, Denpasar liirat:tim Unud dan pollsi sempatMada,, Denpasar lihatrtim Unud dan pollsi sempat

t men[aku tidak membongkarpavingdl beberapaini. Namun, Alit men bongka
'tahu metode yang digunakan titikuntuldidli," ulirnya. Sidang
oleh Unud. akan kembali dilanjutkan duadilanjutkan dua

lapangan.
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Dugaan Korupsi Prona Buleleng

Dua ''lferdakwa Sama-
sama Dituntut 1,5 Tahun
DENPASAR, NusaBali t

Dua terdakwa kasus dugaan korupsi Prona (Proyek
Operasi Nasional Agraria) Buleleng, yaitu Sekretaris
Desa (Sekdes) Pejarakan, lGedetKardin Yudiasa dan' Sekdes Sumberkima, Buleleng, Ketut Wirten dituntut
1,5 tahun penjara tanpa mengganti keruglan negara
di Pengadilan Tipikor.Denpasar, Selasa (6/10).

Dalam tuntutan untuk terdakwa Sekdes Pejarakan,'
Kardin yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU),
lsnarti Jayaningsih dkk di hadapan majelis hakim
pimpinan Achmad Peten Sili menyatakan terdakwa
terbukti se,cara sah dan meyakiqfian bersalah sesuai
dakwaan subsider pasal 1 1 junto pasal 18 UU No 31
tahun 1999 tentang Tipikor, sebagaimana yang telah
diubah danr ditambah ke dalam UU No 20 tahun 2001
junto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Sementara untuk terdakwa Sekdes Sumberkima,
Wirten dinr/atakan bersalah sesuai pasal yang sama
yaitu pasal 1 1 junto pasal 18 Up, No 31 tahun.1999
tentang Tipikor, sebagaimana yang telah diubah dan
ditambah ke dalam UU No. 20 tahun 2001 junto pasal
56 ayat (1) ke 1 KUHP

Setelah mempertimbangkan hal yang member-
atkan dan meringankan. JPU menuntut kedua ter-
dakwa dengan hukuman yang sama. "Menjatuhkan
pidana i:enrjara selama satu tahun enam bulan (1.5
tahun, red) ditambah denda Rp 50 juta subsider 3
bulan penjara," ujar JPU dalari amar tuntutannya
untuk kedua terdakwa.

Kardin yang juga menjabat sebagai Koordinator
Kecamatan dan Wirten sebagai Ketua Panitia Kecil
Prona tidak dikenakan pengganti kerugian negara.
Pasalnya, Kardin sebelumnya sudah mengembdlikan
uang sebesar Rp 59.605.000 dan Wirten mengemba-
likan.Rp 18.720.000. "Sebelumnya' kedua terdakwa
sudah menitipkan uang tersebut ke kejaksaan," jelas
JPU usai sidang.

Dalam dakwaan dijelaskan korupsi ini berawal saat
Badan.Pertanahan Negara (BPN) Buleleng menetap-
kan prona agraria yang diikuti warga di Desa Sum-
berkima, Grrrokgak, Buleleng pada 2008 lalu. Saat
melakukan sosialisasi BPN Buleleng menyampaikan
kepada warga bagaimana cara menyertifikatkan
tanah dan tidak dipungut biaya. Pasalnya, dalam ke-
giatan ini negara melalui BPN sudah menganggarkan
dana sebesar Rp 310 juta untuk membiayai 1.000
sertifikat. Namun dalam sosialisasi, disampaikan jika
warga yang akan mengikuti program Prona dipungut
biaya sebesar Rp 600 ribu. 6 rez
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KelimpunganDana
* Dana BKK RP 50 Juta

Belum Bisa Dimanfaatkan
Meski kabarnya
provinsi sudah

mentransfer dana
untuk Subak terse,

but ke rekening
desa dinas, namun,
pihak Subak hingga

bulan Oktober ini
belum juga bisa
memanfaatkan
dana tersebut.

SINGAMfA, NusaBali
Setelah Desa Pakraman, ki*ri

warga Subak juga mengaku belufn
bisa memanfaatkan dana Bad-
tuan Keuangan Khusus (BKK) dari
Provinsi. Masalahnya jugd sama,
akibat aturan yang masih tarik ulur.

lnformasi dihimpun Selasa
(6/10) menyebut, BKK bagi Subak
di Buleleng pada tahun 2015,
masing-masing diberikan sebesar
Rp 50 juta. Proses pencairan dana
tersebut dari Provinsi, sama persis
dengan BKK bagi Desa Pakra-
man. Dimana Provinsi mentranfer

langsung dana tersebut ke reken- KecamatansawankepadalNusaBali.
ing desa dinas yang nretrvilayahi pemkabsendiribersahaForum
wewidangan Subakbersangkutan. Komunikasi KepalaDesadanLurah

Kabarnya, provinsi sudah men- (Forkomdeslu) dan prajuru Majelis
trant-erdanauntukSubaktersebut Madya Desa Fakramjn lUtUbelke rc.kening desa din;as. Namun, Buleienesudahberkonsuliasiden'-
pihak Subak hingga bulan Oktober gan periprov Bali terkait kondisi
tahun 2015 ini belum iuga bisa fersebut,-kemarin. Hasilnya, pem-
memanfaatkan dana tersebut. Se- prov belum juga memLerikan
mentara di Bulelengsendiri jumlah kepastian mekanisme pdncairan
subak terpgrinci Subak sawah se- dana tersebut. pemprov mengaku
banyak 307 dan subak abian 193. masih mengkaji mekanisme !en-

Kondisi ini tentu hampir sama .cairan dana tersebut.
dengan BKK Desa Pakraman yang Kepala BpMpD Buleleng Gede
belum juga bisa dimanfaatkan. gandhiyasa vane dikoilflrmasi
Pihak Desa Dinas belum berani melalui sambung'an teldpon ke-
mencairkan dana BKt( tersebut, marin sore menyitakan. lirrovinsi
karena harus masuk.dalam Ang- sudah mengakomodir pbrsoalan
garan,Pendapatan dan Belanja yang disampaikan dalam pen-
Desa [AFBDe.s], sesuai dengan cairan dana BKK. Hanya saja,
Permendagri bernomor; 113 Ta- Provinsi masih minta waktu untirk
hun 201.4. Berbeda derrgan tahun mengevaluasi dan mengkaji per-
sebelumnya,dimanadanatersebut soalan aturan yang adal "lirtinya
hanya singgah di rekening Desa dalam pertemdan, pihat< provinsi
Dinas, untuk selanjutnl,x diserah- sudah mengakomodin dalam sem-
kanpengelolaannyakep.rdaSubak inggu ini akan penjelas{n lebih
maupun Desa Pakraman. lanjutyangakan disampai[<an oleh

Akibatkondisitersebut,sejumlah Provinsi. Karena pihak frovinsi
kegiatan yang sudah diprogram masihmempelajaripermasalahan
belum ada yang bisa dilaksanakan. yang kami sampaikan," terangnya.
"Kami juga belum bisa gunakan Sebelumnya,dalampe4temuan
bantuan untuk kegiatan di Subak.. antara perwakilan adat fiengan
Ya kondisinya juga sama dengan perwakilan desa dinas yang"di-
dana untuk Desa Pakraman," ungkab fasilitasi oleh Bupati liuleleng
sllah satu Kelian Subak cti wilayah Putu'Agus Suradnyana di ruan!
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pert{muan Kantor Bupati, Senin
(5/9), terungkap kalau BKK un-
tuk Desa.Pakraman belum blsa
dimanfaatkan. Masalahnya, antara
Desa,Pakraman.dengan Desa Dinas

Perubahan yang diperkirakan baru
. mulai disusun oleh masing-masin

desa dinas pada bulan Novem-
ber mendatang, "Kami tidak ada
maksud menahan dana tersebut.
Tapi ini karena regulasi yhng
mengharuskan pengelolaan dana
itu harus mengacu pada pada APB-
Desi'terang Ketua Forkomdeslu I
Made Suteja.

Sementara Plt Kepala BPKAD
Buleleng Bimantara menyatakan,
situasi itu terjadi akibat perbedaan
pandangan dalam pengelolaan
dana tercebut. Perbedaan itu teriadi
akibat ada dua regulasi yang sama-
sama dijadikan acuan. Pihak Desa
Palcman tetap mengacu pada regu-
Iasi lamayakni Permendagri nomor
34 Tahun 2007, sehingga BKK terse-
but bisa langsung diserahkan oleh
Desa Dinas kepada Desa Palaaman.
Namun Desa Dinas, kini mengacu
pada regulasi Permendagri nohor
1 13 Tahun 20 14, dimana dana tene-
but harus masuk dalam APBDes.
"Desa Pakraman memandang regu-
lasi yang lama dipaliai karena SK
Gubernur menyatakan dana BKK itu
diberikan kepada Desa Pakraman,
bukan kepada Desa Dinas. Tetapi
disisi lain, dalam pengelolaannya
harus mengacu pada regtiiasi yang
terbaru dimana harus masukdalam
APBDesi terang Biinantara. 6 k19

masih terjadi simasih terjadi silang pendapat soal
kete4tuan pengelolaan dana terse-
but. Pihak Desa Pakraman mintabut. Pihak Desa Pakraman minta
agar dana yang sudah dicairkan
oleh Provinsi melalui rekening
Desa Dinas, agar bisa diserahkan
kp adtt aolr ca.anatnrrr rlimr^-ke adat agar secepatnya diman-
,faatkgn. Keinginan itu mengacu
'padl pola pengelolaan tahunl
sebelumnya, dimana dana BKK

ng bisa dimanfaatkan
Desa Pakraman. "Kami

bisa memanfaatkan, jelas
m kami belum

rna. Pasraman Remaja
belum adayangterlak-

lgiatan fisik juga tersedat,"
Ketua MMDP Kabupaten

Desa Putu Budarsana..

nas t
BKK

kan dari pihak Desa Di- ;

berani mencairkan dana
kendati sudah mas-

uk rekening desa. Masalahnya,
kini harus masuk

alar
ela

Anggaran Pendapatan dan
ia Desa [APBDesJ, sesuai
n Permendagri bernomor;
rhun 2014. Celakanya, untuk1_131

m ukkan BKK terjebut ke
harus menunggu APBDes
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Tak Bahas APBD 201 0
MANGUPURA, NusaBAIi I

Tersendatnya penc,hiran dana
hibah membuat anggota DPRD
Badung berniat menlampaikan
mosi tidak percaya kepada Pem-
kab Badung. Bahkan dewan juga
mengancam tidak akan melakukan
pembahasan APBD Badung tahun
2016.

"Penjabat Bupati Badung (l Ny-
oman HarryYudha Saka) dan Seld<-

ab Badung fKompyang R Swandika) .

sangat tidak masuk di akal, Gimana
bisa UU 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah yang belum
ada PP (Peraturan Pemerintah)
bisa dilalsakan hanya bdrdasarkan
SE Menteri. Yang kami (fhu bahwa
SE itu bukan merupdfan dasar
hukum," kata I Nyomqtr Sentana,
anggota Komisi IV DPRD Badung
Senin (5/10).

Menurutdi4mengapaIJU MD3
berkait posisi DPR sebagai pejabat
daerah yang juga belum ada PP
tidak dilalsankan. "lkmi tidak mau

Hibah
lr,

rcaBelum DPRD Rancang Mosi Tak PeiCeta-ke-PemIeb

di Badung ada ryu$i$ah hukum
hanya karena Sekkati Badung mau
cari aman menjelang pensiun. Gr-
mana bisa dana hibah maqara*at
sudah disahkan menjadi perda
tidak dilaksankan, apakah ini tidak
masuk pelanggaran. Padahal hibah
ini hanya untuk kepentingan ralgnt
Badung kenapa dipeirsulit': ucap
Sentana, politisi asal Abiansemal

Sentana memperhnyakan kena-
pa hanya di Badung yang persoalan
hibahnya terganjal. Sementara di
daerah lain sudah bisa cain

Terkait masalah ini, Sentana
menyatakan, kalangan dewan
akan menyampaikan sikap mosi
tidak percaya kepada Pemkab
Badung. "Teman-teman DPRD
segera mengeluarkan sikap bahkan
sampai mosi tidak percaya. Gimana
bisa kalau kebijakannya menyeng-
sarakan maqrarakat Badung kami
sebagai wakil ral<yat diam. Dan
kami masih ingat insruki presiden

Ep"dq pemerintah daerah yang-

namanya kebijakan apiilagi terlait
dengan serapan anggqran bebas
dari ranah hukum," tarfdasnva

Selain Sentana, anggota DPRD
Badungyang menyesalkan atas mo-
lornya pencairan hibah di antaranya
I Wayan Suyasa, I Wayag Sandra, I
Ikdek Sudan4aj4 I Made Subawa,
dan I Made Oka Suadnyana

Suyasa mengatakaq jilta tidak
.ada solusi untuk per'rcairan hibah,
hal tersebut menandakan tidak ada
goodwill dari pemerintah'JiI<a hibah
ini tidak bisa cair ini membuktikan
pemerintah Badung tidak memiliki
goodwill terhadap bantuan yang
disalurkan derann| katanlra

Menurut dia, Pemkab Badung
jangan selalu bersembunyi di balik
aturan. Pihaknya pun mengaku
tidak mau melanggar aturan. Na-
mun sudah sangat jelas ada jalan
untuk pencairan hibah ini seperti
apa yang dikemukakan Sekprov
Bali Cokorda Ngurah Pemayun
yakni dengan cara membuatkan

Deraturan gubernuf [Pergub).iKalau terus seperti itL kapan kita
akan memberikan bantuan kePada

masyarakatj' katanYa dengan dana
tinggt.'i{al 

serupa juga disamPaikan
Made Oka SuadnYana. Ia bahkan
melontarkan hal Yang mengejut-
kan vakni akan memboikot Pem-
bahisah APBD tahuh 2016 jika

. masalah hibah tak kudjung tuntas.
"Jika masalah hibah belum clear,
kami akan boikot Pembahasan
APBD/ tegasnya. Sementara Ka-

bae Humai dair Protokol Pemkab
Baiune AA Gede Raka Yuda, me-

negask:an bahwa masalah hibah
peirkab telah berusaha maksimal
demi menvalurkan dana hibah ke-
pada masyarakat. Berbagai uPaYa

oun sudah dilakukan termasuk
ineminta petuniuk Pmvinsi mau-
Dun pusat.' "Berkenaan dengafr kebijakan
hibah sesungguhnYal seiak awal
oemerintah telah drelakukan

upaya secara serius. Bahkan be-
bbripa kali dilakukan koordinasi
serti minta arahan Pemerintah
pusat agar ada solusi atas Per-
masalahin hibah ini," uPaP Pejabat
asal GianyaI tersebut.f

Dikatlkannya, mabalah Pen-
cairan hibah Pemkab Badung
memiliki prinsiP kehati-hatian.
f angan sampai, Persglan hibah
iustru menveret ke ftanah hu-
'kum. 'Apa yang sudhh dilaku-
kan dalam kerangka mengikuti
prinsip tata kelola keuangan
daerah dengan senantiasa
oatuh akan norma.serta. ke-
tentuan yang ada. Fifosofi dari
prinsip-prinsiP kehati-hatian
ini diLakukan sesungguhnYa
dalam upaya jangan sampal
persoalan hibah ini justru akan
mei-ryeret kita bersama. Ter-
masuk masYarakat,Penerima
hibah pada persoall4 hukum
yang seiak awal tid{k kita in-
ginkan," imbuhnYa' F as
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TERDAKWA, I Ketut Sukarsana pejabat Biro Administrasi Umgm IHDN Denpasar mengikuti sidan
Fengadilan Tipikor Denp{sar, Selasa (6/10).

It
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PeiabatBiro Umum
IHDN_sidang Perdana

DENPASAR, NusaBali
Setelah 3 pejabat Institut

Hindu Dharma Negeri [IHDNJ
Denpasar divonis bersalah, kini
giliran pejabat Biro Administrasi
Umum IHDN, I Ketut Sukarsana
yang menjalani sidang perdana
di Pengadilan Tipikor Denpasar
pada, Selasa (6/10). Pejabat
Pembuat Komitmen [PPI! dalam
pengadaan 16 item proyek di
IHDN Denpasar ini didakwa
merugikan negara hingga Rp
4,8 miliar.

renovasi gedung yang dibagi
menjadi L6 items proyek.

Rektor IHDN, Prof I Made
Titib lalu menunjuk Praptini
membentuk Pokia Lelang. Akh-

gan. Terdakwa belsama p.of
Titib, praptini, Sueca, tndra t tar] jtin, Sudiasa telah mer.ugikan
legara Rp 4,9 miliar sesualden_
g1i.t f "+itungan BpKp,,, jet;, Irt,oatam dakwaan.

,.. 
Atas perbuatanny4 Sukarsana

!l:ft dalam dakwaan primair
pl31 z pasat L UU No 3i tahun
1??? l"q"1s ripikor sebagaiml:

!r,li!:iJ ,ilil nT iij il::i 11,pasat 1_ke- 1. XUUI aari Sil Uri J""i,pasal 3 UU No :r t{un f SOO

l:.ll"lC .Tipikor sebagarmana

fl{}1+_'"ii,#il?l'fri:il,:,,rl.
,. Drl". kasus ini sudah adarrma terpidana lainnya yangrebih dulu disidang dan"kini
purys?n sudah incraht atau
l:,i:"^r.:-r trn. h u ku m reta p.Aeuma.terpidana, yaitu prof
l#il" riti6..lmanfaf rer<ior
1ttPN] yang diganjar tlukuman
l,r-l1lun penjara, Dr rpraptini
Imantan Kabiro Um um.'dan
A.omlnrstrasi. I HD NJ diganjar
Ly.ST"I 7,!. tahu n, Drs r ru|om"n
ruweca (staf IHDN) diganjai huku-
man 2_ta,hun 1e.tl a"ua rekanan,
yarm rr Wayan Sudiasa dan Ni putu
rnara Martin ST yang dihukum 2unun penjara.6rei 

I

irnya ditunjuk Gede PutuMantra
sebagai ketua pokia fisik untuk
renovasi kampus dan Putu Mudi-
arta ketua pokja non-fisik seperti
pengadaan buku, laboratorium

Dalam dakwaan yang diba-
cakan di hadapan majelis ha-
kim pimpinan Wayan Sukanila,
Jaksa Penuntut Umum (JPU)
menyatakan Sukarsana bersama-
sama dengan Prof I Made Titib,
Dr Praptini, Ni Putu Indra Mari-
tin, Wayan Sudiasa dan Nyoman
Sueca (sudah divonisl secara
melawan hukum telah melaku-
kan perbuatan yang memperka-
ya diri sendiri atau orang lain,
atau korporasi yang dapat meru-
gikan keuangan negara.

Kasus ini berawal saat IHDN
Denpasar mendapatkan tam-
bahan dana yang bersumber
dari APBN-P sebesar Rp 24,389
miliar. Anggaran ini rencananya
akan digunakan untuk menun-
jang program pendidikan dan

dan alat pendidikan lainnya.
Sukarsana sendiri menjabat

PPK dalam pengadaan tersebut.
"Dalam perjalanannya, pen-
gadaan ini banyak penyimpan-

---;-----
: t\l[u, ?Edisi
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Pemprov Targetkan Seluruh
INPHD) dari Gubernur Bali,setelah itu bqru direalisasi-
kanj'ucapAdnyana I

Sedaldcn yaurg disalurlcn lewat mekanisme BKK
menurutMnyan4 j-ugasudahberialanlancanYangsudah.
cairsebanyak-6f g desapalsaman, sedangkanpngmas-ih
dalam proses di Biro lGuangan Pemprov Bali untuk 771
desapiliraman Setiap desapala-aman men$apadran BKK
dariPemprovBalisebesarRp200juta. | -

BKKkepada subakyang masing-masing mendapat-
kan bantu?rn Rp 50 jua, sudah direalisasikan kepada

579 subakdan dalam proses di Biro Keuangan seban-
yak 767 subak Demikian juga unuk subak abian, sudah
-terealisasi 

untuk 549 unit dan dalam proses sebanyak
658 subak abian. "oleh karena itu, aktrir o}<tober ini
kamitargetl<an sudah selesai," kataAdn)fanl 

-__ -
Semeirtara itu, Asisten III PemproviBali IGN Alit

yang memimpin rapat tersebut berpandlngan serada-tatrwa 
memang seiungguhnya tidak ad{ masalah-lagt

terkait pencairan nrc<lapada desa pal$man, subak
dan subakabian. I

"Lewat Permendagri 37 itu, dana bisa langsung di-
transfer lewat desa dinas kernudian baru ke desa palca-

Bantuan Desa Cair Bulan Ini
DENPASAR NusaBali

Pemerintah Provinsi Bali menargetkan pencairan
bantuan keuangan khusus kepada semua desa palca-
man atau desa adat dan subak direalisasikan menye-
luruh paling lambat akhir Oktober 2015.

Kepala Seksi Rdat Istiadat dan Tradisi, Dinas Kebu-
dayaan Provinsi Bali Ida Bagus Adnyana, di Denpasa4

Seiasa' [6/10), mengatakan saat ini sesungguhnya
sudah tidak ada hambatan regulasi untuk pencairan
tersebutkarena Pemprov Balimengacu pada Permend-
agri No 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa.

"Peimendagri tersebut tetap dapat menjadi
pedoman pelal<sanaan di kabupaten/kota Untuktahun
ini, hanya lbbupaten Bangli sajayangsudahmengglrna-
kan Permendagri No 113 Tahun 2014 karena mereka
dari awal sudah siap dan sudah memasukkan peren-
canaan penggunaan BKK dalam anggaran pendapatan

dan belanja desa [APBDesJi'ucapnya usai menghadiri
rapat pembahasan persoalan BKK tersebut

Adnyana menambahkan, dasar penggunaan Per-
mendagri 37 iuga sudah ielas berdasarkan surat),ang
sudah d"itanditangani oleh Direktur Jenderal Pember-
dayaan tutaqrarakat dan Desa Kemendagri, tertanggal
18 Mei 2Q15.

"Untuk di Bali, banhran kepada desa pakraman
diformulasikan menjadi dua yalmi melalui BKK dan

hibah. Ktrusus melalui hibah diterima L02 desa pakra-

man dan semuanya masih dalam proses menunggu
penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah

nan atau sama dengan mekanisme tahu4 sebelumnlxa

Memangunilk 20l6,barusemuakabupatpn/<otaharus
mengac[ pada Permendagri 113 Tahun 2Q14i'ucapn]a

Alit berpandangan terkait persoalan pelum beran-
inya kalangan desa dinas di l(abupaten $rleleng men-
ca:irkanke"ctesa palcaman, hal itulebih p{da persoalan
rhiskomunikasi-. Padahal masih bisa mpngacu pada
au,rran yang lama.

"Haii ini ftemarinJ perwakilan dari Kabupaten
Buleleng sudah datang langsung. Intinya. kami,juga
berupaya mempercepat, supa)ra semuanla blsa selesar.

Kami jriga berencani mengeluarkan juknis (petunjuk
teknisJ terkait hal inij' ucapnya. * ant 

r
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Pli Denpasar Proses Kasasi

Mantan
_tlqQlah Hukumannya Naik t5

DENPASAR, NusaBali
Penga{ilan Negeri (PN)

Denpasaf langsung men'
gajukan proses registrasi
terkait permohonan kasasi
dari man[an Bupati Klung-
kung, I Wayan Candri atas
putusan pengadilan Tinggi
(PT) Der{pasar yang men-
jatuhkanl hukuman 15 ta-
hun penjara dalam kasus.
korupsi Dermaga Gunaksa,
Klungkung.

Hukuman PT Denpasar
ini sendiri naik dafi pu-
tusan Pengadilan Tipikor
.Denpasar sebelumnya yang
memvonis 12 tahun pen-
jara, Panitera Muda Pidana
PN Denpasar, Made Su-
karta mengatakan kasasi
tersebut diajukan sendiri
oleh terpidana Wayan Can-
dra melalui Kepala Rutan
Kelas IIB Klungkung dan
ditandatangani oleh Kepala
Rutan Klungkung, Mulyoko,
tertangg4l 29 September
2015.
. Kasasilini sendiri ter-

kait deng4n perkara tindak
pidana kcjrupsi atas nama
terdakwa'l Wavan Candra
SH MH pada tingkat band-
ing dan perkaranya diputus
oleh Pengadilan Tipikor
pada.PT Denpasar tanggal 10
Septemberl 2015 Nomor 1.L/
PTD.SUS-TryK / 20L5 /PT.DPS.
Meski sudfh dikirim pekan
lalu, namun PN Denpasar
baru melakukan registrasi
pada, Senin (5/10) lalu.
"Karena ada acara pelepasan
wakil ketup PN, hakim dan
b,eberapa PP, makanya baru
k*mi registrasi," jelasnya
saat ditemui, Senin (5/10).r Setelah menvatakan
kasasi, diberikan kesempa-
tan kepada terdakwa untuk
segera mengajukan memori
kasasi 14 hari ke depan.
Terkait kasasi dari faksa
Penuntut Umum (JPU), Su-
karta mengatakan belum
mengetahui apakah fPU
kasasi ataq tidak.

Semen(pra itu, kuasa

hukum Candra, Warsa T
Bhuwana membenarkan
jika dalam putusan PT Den-
pasar hukuman kliennya
naik dari 12 tahun penjara
menjadi. 15 tahun. "Ya. Hu-
kumannya sama, dengan
tuntutan j aksa," terangnya.

Seperti diketahui, dalam
putusan sebelumnya di
Pengadilan Tipikor Denpas-
ar, Candra dinyatakan ber-
salah sesuai pasal sesuai
pasal 3 jo Pasal 1,8 UU 31
Tahun 1999 Tentang Pem-
berantaSan Tindak Pidana
Korupsi yang sudah diubah
dengan UU no 20 tahun
2001 jd Pasal 53 ayat (1)
ke I KUHP.

Candra juga terbukti
bersalah dalarn tindak
pidana'gratifikasi kepada
penyelenggara negara ses-
uai Pasal 128 jo pasal 12 C

ayat (1) dan ayat (2) UU RI
nomor 31 tahun 1999 Ten-
tang Pemberantasan Tin-
dak Pidana Korupsi yang
sudah diubah dengan UU
no 20 tahun 2001 jo Pasal
65 KUHP,'Serta pasal TPPU
pasal 3 UU RI no I tahun
2010 tent ang Pencegahan
dan pemberantasan tindak
pidana pencucian uang jo
pasal 64 KUHP.

Atas perbuatannya, Can-
dra d,ivgnis 12 tahun pen-
jara serta denda Rp 1 miliar
bubsider 6 bulan penjara.

Mantan Bupati Klung-
kung 2 periode'ini juga diw-
ajibkan mengganti kerugian
negara Rp 1.197.000.000
dengan ketentuan jika tidak
dapat rylembayar dalam
waktu 1 bulan setelah pu-
tusan bprkekuatan hukum
tetap maka harta bendanya
akan disita untuk dilelang
dan jika masih tidak men-
cukupi akan diganti dengan
pidana kurungan selama 2
tahun. Selain itu, majelis
hakim juga memutuskan
merampas 60 item aset mi-
lik terda\iwa untuk negara.
6 rez

KlungkungBupati
Tahun di PlDenpasar



Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BpK Rl Perwakilan Provinsi Bati

ffiffi#ffi'ffiffi

Edisi

Hal

KiiI",,? npF.-"t'l

.?

"''5tib't'*";44i1'

TABANAN. NusaBali
UPTD Pemadam Kebakaran Kabupaten Ta-

banan memiliki 5 unit armada pemadam keba-
karan (damkar). Dari lima unit damkar tersebut
tiga di antaranya merupakan bantuan Jepang
yang sudah berumur 30 tahun. Jumlah damkar
saat ini masih kurang idel dengan luas wilayah
Tabanan. Selain minim damkar, hydrant di I titik
tidak berfungsi karena krisis air.l

Kepala UPTD Pemadam Kebakaran Kabu-
paten Tabanan, I Ketut Suardi mengatakan tiga
unit damkar bantuan dari Jepang diserahkan
pada tahun 1985 dan 1997. Damkar tahun 1985
kapasitasnya 500 liter dengan s),stem fire dum
and rool dan dua unit pada tahun 1997 dengan
kapasitas 3.500 liter. Hanya saja dua unit damkar
yang diterima tahun 1997 itu belum power ster-
ing dan bukan mesin turbo.

DAMKAR Pemkab Tabanan mogok di dekat TKP

kebakaran, Banlar Pangkung Nyuling, Desa Abiantuwung'
Kecamatan Kediri, Tabanan. -

Ketiga armada berumur uzur tersebut ma-
sih bisa digunakan dengan pemiliharaan baik
dan ekstra. "Seperti merawat orang tua, habis
dipakai sakit. Dan kita harus bawa ke bengkel
agar bisa digunakan lagi," tuturnya. Sedangkan
dua armada termuda didapat UfTD Pemadam
Kebakaran pada tahun 2004 darf 2005 dengan
kapasitas tangki air masing-ma{ing 5.000 liter
dan 300O liter. "Yang termuda ufnurnya sudah
'11 dan 10 tahun," ungkap Suardi| Selasa (6/10).
, Dikatakan, jumlah personel damkar sebanyak
101 orang dibagi menjadi 4 regu. Suardi ber-
harap bisa dibuatkan pos di beberapa kecamatan
yang sulit dijangkau. "Karena kita masih berben-
tuk UPTD, kalau dinas mungkin akan dibuatkan

Tiga Unit Damkar
pos di masing-masing kecama$n yang tidak
bisa dijangkau hanya dengan 15fnenit. Seperti
Kecamatan Pupuan, Baturiti, Sellmadeg Barat,

Tabanan Telah Uzur
dan Selemadeg," ungkapnya.

la menceritakan, api sering sudah padam ke-
tika pemadam kebakaran sedang fnenuju ke TKP
kebakaran. Hal ini disebabkan j;rhk TKP sangat
jauh. "Pernah terjadi kebakaran dl Desa Mundeh
Kecamatan Selemadeg Barat, perjalanan ke
TKP sekitar satu jam lima belasl menit karena
akses jalan yang rusak dan sumber air juga
susah," jelasnya. Dengan alasan luas wilayah
dan letak geografis Kabupaten Tabanan mem-
buat pihaknya mera_sa kurang adanya armada
pemadam kebakaran.
' Selain permasalahan armada, tim pemadam
tebakaran juga mengalami ke4dala lainnya.
Dikatakan'hydrant (sumber air) y{ng ada di be'
berapa titik kota Tabanan banyak tldak berfungsi.
Pihaknya sudah mengkoordinasikarl hal ini dengan
pihak PDAM namun tidak ada ta4ggapan. "Dari
delapan hydrant yang ada di Kota Tabanan hanya
'dua yang berfungsi," tandasnya. € qfl


